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Direktorat Jenderal Pajak

Hak dan Kewajiban Perpajakan
Penerima Dana Hibah
Pemerintah Daerah

Disampaikan pada Sosialisasi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
di Royal Orchid Garden Hotel & Condominuim - Batu
27 Februari 2019
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Definisi Pajak

(UU KUP Pasal 1 ayat (1))

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.




Pajak dilihat dari
berbagai aspek

ASPEK RELIGIUS
Pajak sebagai
perwujudan rasa
syukur atas
karunia Tuhan
Yang Maha Esa

N Y,

ASPEK IDIOLOGI
pajak sebagai ASPEK SOSIAL

pajak sebagai
alat distribusi




Pendapatan Negara

2.1651T

(Outloak 2018: 1.903,0T)
(RAPBN 2019: 2.142,5T)

Belanja Negara

24611 T

(Outlock 2018: 2.217,3T)

(RAPBN 2017: 2.43%,7 T) -

Penerimaan . Belanja

- Perpajakan ?“gg’ﬂ“g’i‘l’-"'
1-786,4 T - B.elan]u I:/l.
‘ PNBP -szil:jl;TNon K/L
378,3T 7789 T
' Hibah == Transfer ke Daerah
04T 826,8 T
Pembiayaan Anggaran

i

B 296,0T
[Outlook 2018: (314,2T)]
[RAPBN 2019: (297,2 T)]



APBN 2016 - 2019

Uraian

(triliun Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA
I. PENDAPATAM DALAM HEGERI
1. PENERIMAAN PERDAJAKAN
Tax Ratio (%)
al PPh Migas
1  PEMERIMAAN NEGARA BLIKAN PAJAK
II. PENERIMAAM HIEAH

B. BELAM]JA NEGARA
. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja K/L
1 Belanja Non K/L
IL TRAMSFER KE DAERAH DAN DAMA DESA
1. Transfer ke Daerah
7 DanaDesa

C. KESEIMBAMGAN PRIMER
D. SURPLUS/ [DEFISIT) ANGGARAN (A - B)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB

I.  PEMBIAYAAN UTANG

IL  PEMBIAYAAN INVESTASI
. PEMBERIAN PIN]AMAN
Iv. EEWAJIBAM PENJAMINAN
V. PEMBIAYAAN LAINNYA
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2019:

Penerimaan Perpajakan  ssar

E A
161811 <+ @

@ Pertumbuhan Perpajakan (%)
2017: z .w

1.472,7T
2015: 1.585,0 T ANy,
1.240,4 T 2oV p @

Tax Ratio

@ 12,2% PDB

Termasuk SDA migas
& pertambangan

« Kepabean & Cukai

Target 2019: 208,8 T
 Penerimaan Pajak
1'786I4 T 1.577,6 T

(Outlock 2018: 1.548,5 1)
66,2 T

(RAPBN 2019: 1.781,01) * PPh Migas
* Pajak non-Migas 1.511,4 1
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Transfer ke Daerah
& Dana Desa

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan
pelayanan dasar publik antar daerah

5242
2 Dana
Transfer Unmnum




Dana

Alokasi Umum
Rp417,9T

(termasuk DAL Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0T)
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HDI dan PISA Score Indonesia 2015

0 69,55 'PMka Human Development Index 2015
sumber : UNDP
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walaupun meningkat nconesi masih tertinggal Dok dam hal

harapan hidup, pendidikan dan pembangunan manusia secara umum
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Jenis Pajak

(berdasarkan lembaga yang memungut)

Pajak Daerah
(pajak yang dipungut
pemerintah Daerah)

Pajak Pusat
(pajak yang dipungut
pemerintah pusat)

R —— . - Dipungut
Pajak Penghasilan (PPh) Dipungut Provinsi Kot I? bg {
Pajak Pertambahan Nilai & OCI/ e

Pajak Penjualan Barang

» Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Pajak Hotel
+ Kendaraan bermotor & | Pajak Hiburan
kendaraan di atas air Pajak Restoran
» Pajok Bahan Bakar Pajak Reklame,

Mewah (PPn BM)

Pajak Bumi dan Bangunan
sektor
Perkebunan,perhutanan,
pertambangan (PBB-P3)
Bea Materai (BM)

Kendaraan Bermotor BPHTB,

« Pengambilan dan PBB (Perkotaan & Pedesaan)
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan




Hukum Pajak

Hukum Pajak Hukum Pajak
FORMAL MATERIAL

* UU Nomor 6 Tahun 1983 * UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s.t.t.d UU
tentang KUP s.t.t.d UU nomor Nomor 36 Tahun 2008
16 Tahun 2007 - UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN s.t.t.d UU
« UU Nomor 19 Tahun 1997 Nomor 42 Tahun 2009
fentang Penagihan dengan - UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB

Surat Paksa s.t.t.d UU Nomor

19 tahun 2000 * UU Nomor 13 Tahun 1985 fentang Bea Materai

« UU Nomor 21Tahun 1985 tentang BPHTB s.t.t.d
UU Nomor 20 Tahun 2000




GAMBARAN UMUM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI
INDONESIA

)

DIREKTORAT JENDERAL PAJ ¥)

NPWP : 49.110.658.9-043.000
[ NPWE
st J K ») A AN B AN \|
‘ MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK
[

SETUJU SETUJU

PENELITIAN/ { |
PEMERIKSAAN MEMBAYAR KE MEMBAYAR KE |
TIDAK SETUJU | TEMPAT YG { TEMPATYG |
. DITUNJUK TIDAK SETUJU DITUNJUK | MEMBAYAR KE
| !

TEMPAT YG
SETUJU k 2 ) ‘ 3 )

DITUNJUK
MEMBAYAR KE
TIDAK SETUJU TEMPAT YG

DITUNJUK

, ) Putusan Pengadilan Pajak
& 1 ) telah memiliki kekautan

hukum tetap




Pemotongan dan Pemungutan
Pajak atas Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

i Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
Direktorat Jenderal Pajak




Penerima Hibah

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 s.t.d.t.d Permendagri
Nomor 13 Tahun 2018

* Pemerintah Pusat
* Pemerintah daerah lainnya

e Badan Usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dan/atau

* Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan '
vang berbadan hukum di Indonesia

i Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
+ / Direktorat Jenderal Pajak




’d g D) Kementerian Keuangan Republikindonesia _
\ v/ Direktorat Jenderal Pajak

Sasaran
Pemberian Hibah

* Menunjang pencapaian
sasaran program dan
kegiatan Pemerintah

Daerah



Batasan Hibah bukan merupakan

penghasilan Kena Pajak
PMK 245/PMK.03/2008

* Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat

* Badan Keagamaan
* Badan Pendidikan
e Badan Sosial termasuk yayasan dan koperasi

* Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil (kekayaan bersih Rp. 500 jt atau omset kurang
dari Rp.2,5M Setahun)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3
Direktorat Jenderal Pajak




Pertanggung Jawaban
Penggunaan Dana Hibah

Mekanisme Keuangan Negara

* Proposal Pelaksanaan _ Laporan Realisasi
« RAB - Honor | +  Laporan Pajak

Pembelian Bahan
Pembayaran Jasa
Perjalanan

« Operasional Lainnya
Perencanq Pelaporan




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari
Anggaran Pemerinigs Daeral

] PPh Pasal 21/26

l MENDAFTARKAN DIRI

; PPh Pasal 22

i
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Ken_lemelian Keuangan Republik Indonesia :
Direktorat Jenderal Pajak



MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB
PAJAK

KPP/KP2KP vyang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan Wajib Pajak

Mengisi formulir pendaftaran dilampirkan

e KTP

e Akte Pendirian Badan

e Dokumen vyg menunjukan tempat
kegiatan

e Dokumen vyang menunjukan adanya
pemberian izin usaha dari pejabat/instasi
berwenang

TATA CARA PENDAFTARAN

TEMPAT PENDAFTARAN

PERUBAHAN DATA J Jika terdapat perubahan data,misalnya
perubahan nama, alamat satker/Badan/

Organisai dan/atau identitas pegawai/pengurus

= harus memberitahukan ke KPP terdaftar

.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari
Anggaran Pemerintah_Daeral

] PPh Pasal 21/26

l MENDAFTARKAN DIRI

; PPh Pasal 22

-
©
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Ken_lemelian Keuangan Republik Indonesia :
Direktorat Jenderal Pajak



Kewajiban Perpajakan Terkait
dengan Hibah Dana

Pajak terkait Belanja Barang

Pajak terkait Belanja Jasa
Pajak terkait dengan penggunaan Jasa Konstruksi
Pajak terkait belanja Jasa lainnya

Pajak terkait pembayaran honor dan/atau gaqiji

Menyetorkan PPN Membangun sendiri apabila
melakukan pembanguan sendiri (tidak melalui
kontraktor)

Pelunasan Bea Materaqi
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Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari
Anggaran Pemerintah_Daeral

] PPh Pasal 21/26

I MENDAFTARKAN DIRI

; PPh Pasal 22
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I MELAPORKAN ] | Bea Materai

’/ Ken_lemen'an Keuangan Republik Indonesia :
u Direktorat Jenderal Pajak



BELANJA BARANG

LEMBAGA SWASTA

TIDAK PERLU MEMUNGUT
PPh PASAL 22 DAN PPN ‘

’/ Ken_lemen'an Keuangan Republik Indonesia :
u Direktorat Jenderal Pajak



PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22

OBJEK pembelian bare. 7, seperti: komputer, mebel, mobil .nas, ATK, dan barang
lainnya oleh Peme. tah kepada Wajib Pajak reke _.n penjual barang

TARIF 1,5% X Ha.‘qa P 2l ek ermasuk Py

W

pembelian barang dengan nilai ps .. 'ian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dengan tidak diper .n-pec. ™ dalam beberapa faktur
AR, s

pembelian bahan bakar * .nyak, listrik, gas, pe. mas, air minum/PDAM dan benda-
benda pos

KECUALI

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

\%/ DirektoratJenderal Pajak



Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN

Ketika melakukan f :
Penjualan ( (Pajak Pertambahan Nilai) Kem;grl:sgl’it‘;kqn
Melakukan N  Menerima

Penyerahan BKP/JKP Penyerahan BKP/JKP
Menerbitkan Faktur Pajak Menerima Faktur Pajak dan

dan memungut PPN dipungut PPN oleh Penjual

PPN = 10% x DPP 5 PPN = 10% x DPP p

PPN yang dipungut kepada PPN yang dipungut oleh

Pembeli merupakan: Penjual merupakan: ‘

PAJAK KELUARAN (PK) PAJAK MASUKAN (PM) _J

PPN YANG DISETORKAN

MERUPAKAN PENGURANGAN DARI
PAJAK KELUARAN - PAJAK MASUKAN




PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P P N

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha
Kena Pajak)

OBJEK

U2 10% x Dasar Pengenaan Pajak

pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan
tanah oleh real estate atau industrial estate

KECUALI

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN
tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN

Wajib Pajak
wajib menerima bukti pemungutan PPN dari
Penjual BPK/JKP

menterian Keuangan Republik Indonesia

* DlrektoratJenderalPa]ak



BEA METERAI

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
(o] : 8] 4 1€ sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dan lain-lain

Rp6.000,00

Rp3.000,00

khusus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

'/ Direktorat Jenderal Pajak



BEA METERAI B M

e Harga Nominal s.d.

Rp. 250.000 ,- Tanpa Materai

<O y

y
e Harga Nominal lebi >

dari Rp. 250.000 ,-
s.d. Rp. 1.000.000 ,-

O )
/

e Harga Nominal lebih
dari Rp. 1.000.000,-
& y

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




PAJAK PERTAMBAHAN NILAI P P N

Faktur Pajak

Kode dan Nomer Seri Faktur Pajak - 020.000-16.00000001

Pengusaha Kena Pajak
Mama : PT SINCHAN

Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA
NPWPE : 95.995.9599.5-539.000

Pengusaha Kena Pajak
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak re kan an WA\] I B me m b U a.t
MNama : Kementerian Kehutanan Fa ktur Pajak

Alamat - Jakarta
WPWP : 00.000.149.5-124.000

Nao. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual.'Penggar?tlan-'Uang
Muka/Termin
Televisi 29
! Rp 3.000.000 x 10 30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian 30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka

Dasar Pengenaan Pajak 30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesuai dengan ketentuan yang beraku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elekironik sehingga tidak
diperlukan tanda tanoan basah pada Fakfur Pajak ini

JAKARTA, 03 April 2016

Simon Hutabarat
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RAGUNAN RAYA/008
JL RAGUNAN RAYA NO. 18 RT. 02 RW. 07, PASAR M
INGGU, TANG SEL, 12540
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CONTOH Sekolah Swasta:

Yayasan Hidayah membeli barang berupa: pasir, batu bata, semen,
dll pada Toko Andalan Bersama sebesar Rp 2.750.000,- (pemilik
Toko bernama Ronaldo dan sdh ber-NPWP dan ber-PKP). Berapa

pajak yang harus dlpungut’?

TIDAK PERLU MEMUNGUT
PPh PASAL 22 DAN PPN

enterian Keuangan Republik Indonesia

: V ement
w Birektorat Jenderal Pajak




>y Faktur Pajak
7 e

..........................
07 773920 9802 000

At YOIy

Hows StPesgpemat
e MaaTeer
r 1 —
|
K 4 |

Dapatkan FAKTUR PAJAK dari PKP ©

atau
Dapatkan NOTA yang tercantum PPN ©




BELANJA
JASA




Kewajiban Perpajakan Penerima
Hibah yang bersumber dari

Anggaran Pemerinta
[ MENDAFTARKAN DIRI ] i

; PPh Pasal 22

S~
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C 2
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PAJAK PENGHASILAN

PASAL

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa dan
(0] :8 ] 4 1€ penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain
tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa
lain (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

U 2% X Jumlah Bruto ok emasuceen)

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

L / Direktorat Jenderal Pajak




PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
/ TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN S.T.D.T.D.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Berlaku sejak 26 Agustus 2015

enterian Keuangan Republik Indi

Dlrektorat Jenderal Pa]ak




1anie . 1a¢a 1aln

a) Jasa penilai (appraisal);

b) Jasa aktuaris;

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d) Jasa hukum;

e) Jasa arsitektur;

f)  Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;

g) Jasa perancang (design);

h) JBaj_ar pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh

i)  Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

j)  Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan
penambangan migas;

k) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
|) Jasa penebangan hutan;

m) Jasa pengolahan limbah;

n) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)

o) Jasa perantara dan/atau keagenan;

_!! Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
| Direktorat Jenderal Pajak




1Tanie 1a¢9 Ialn

p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa
Efek, KSEI dan KPEI;

Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;

Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner,
pamphlet, baliho dan folder;

u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;

Jasa internet termasuk sambungannya;

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau
program;

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, %(as, AC, dan/atau
TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
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1Tanie 1a¢9 Ialn

aa.
ab.
ac.

ad.
ae.

af.

ag.
ah.

al.
aj.

ak.
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Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;

Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
jasa maklon;

jasa penyelidikan dan keamanan;

jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

jasa pembasmian hama;

jasa kebersihan atau cleaning service;
jasa sedot septic tank;

jasa pemeliharaan kolam;

jasa katering atau tata boga;

jasa freight forwarding;




1anie . 1a¢a 1aln

al. Jasa logistik;

am. Jasa pengurusan dokumen;
an. Jasa pengepakan;

ao. Jasaloading dan unloading;

ap. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga
atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis;

ag. Jasa pengelolaan parkir;

ar. Jasa penyondiran tanah;

as. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
at. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
au. Jasa pemeliharaan tanaman;

av. Jasa pemanenan;

aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/
atau perhutanan;

ax. Jasa dekorasi;

_!! Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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Jenis Jasa lain

ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
az. Jasa penerjemahan;

ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang Pajak Penghasilan

bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;

be. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;

bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM,;
bg. Jasa sertifikasi;

bh. Jasa survey;

bi. Jasa tester, dan

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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BELANJA JASA

23
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BER-NPWP —*

PPH 2%

TIDAK NPWP—*

PPH 4%

' KODE MAP: ,
JENIBASETORAN: |




CONTOH :

Yayasan Hidayah menyewa kendaraan pada CV. Transport Terbuka
dengan pemiliknya bernama Ronaldo (ber-NPWP dan ber-PKP) untuk

mengangkut barang sebesar Rp 2.200.000,-. (Inc. PPN)

Yayasan Hldayah

32 Z'iTclah tcmna dam'

f _t:,;i:U"{{f; ;aqumlah BUA JUTA DUA RATUS RIBU I
3 “fUntuk pcmbayaran' BIAYA SEWA KENDARAAN

SURABAYA 1Maret2018 L aed
) S W

RONAL’ -

Pajak Penghasﬂan Pasal 23 adalah

i)cl)lz)e/hlji{)kag PPzNégéaaoo Rp. 2.000.000,- x 2%= Rp. 40.000,-
XRP. <. . 2 Yang diterima CV. Transport Terbuka adalah:
= Rp. 2.000.000,- Rp. 2.200.000,- — Rp.40.000,- = Rp. 2.160.000,-

'! Kementerian Keuangan Republik Indonesia :
u Direktorat Jenderal Pajak




Kewajiban Yayasan Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 40.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Ronaldo.

Meminta faktur pajak kepada Ronaldo dan Kwitansi pembayaran bermaterai

'! Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Pembelian Makanan/Minuman
Melalui Jasa Katering

Melakukan pembelian

makanan di

Memungut PPh warung/restoran bukan
Pasal 23 termasuk dalam

pengertian jasa sehingga

tidak memungut PPh ps 23

Jasa Boga

Meminta Kwitansi
bermaterai

idak dikenakan PPN

) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Jasa Boga (Katering)
a D

Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk
disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

N

4 E
Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yang diinginkan
dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- f
, <

Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu
penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui
tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual
makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung
. maupun penjualan secara tidak langsung.

Kementerian Keu
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CONTOH :

Yayasan Hidayah Tuban membeli makanan katering pada CV. Jaya
Bersama (ber-NPWP) sebesar Rp 2.500.000,- untuk keperluan
konsumsi rapat pertemuan dengan warga.

2 'j'iUntuk pcmbayam” PEMBELIAN SNACK U‘NT_‘UK‘ KONSUMSI RAPAT

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Rp. 2.500.000,- x 2%= Rp. 50.000,-

Yang diterima Saiful Kamil adalah:

Rp. 2.500.000,- —Rp.50.000,- = Rp. 2.450.000,-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

| PPh Pasal 21/26
I MENDAFTARKAN DIRI
; PPh Pasal 22

" MEMOTONG / MEMUNGUT
PAJAK PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 4(2)

I MENYETOR PAJAK ]

o]
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Pengenaan Pajak atas Jasa dan
transaksi dan Transaksi dikenakan
PPh Pasal 4 ayat (2)

® Jasa Persewaaan Tanah dan Bangunan
® Jasa Konstruksi

® Pengalihan hak atas tanah dan bangunan

d Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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PAJAK PENGHASILAN

PASAL

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
o)) 5 € kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF 10% X Jumlah BI'lItO (Nilai Persewaan)

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1 y Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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PAJAK PENGHASILAN

JYXYVE 4(2)

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi
penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan
hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta
perubahannya

TARIF 2,5% X Jumlah BrlItO (Nilai Pengalihan)

o
0 /0 atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

':ﬁ' Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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PAJAK PENGHASILAN

JYXYVE 4(2)

(018 1€ penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

S0 2% x Nilai Kontrak g emasuceen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% X Nilai Kontrak o cmasu ey

Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

4% X Nilai Kontrak(tidaktermasuk PPN)

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PELAKSANA KONSTRUKS]/

‘;, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3
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PAJAK PENGHASILAN

PASAL

(o] ] 4 €| penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

ST 4% x Nilai Kontrak g emasuceen

Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% X Nilai Kontrak o cmasueen

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

" ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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Kualifikasi PELAKSANA KONSTRUKSI

Persyaratan
Kekayaan
Bersih (Rp)

Kualifikasi Usaha dan Pengalaman Pekerjaan Dalam Kurun Waktu 10

Tahun

Subkualifikasi Usaha

Orang Perseorangan

Perseorangan (P) tidak tidak dipersyaratkan
dipersyaratkan

Badan Usaha

Kualifikasi Usaha Kecil

Kecil 1 (K1) >50jt- 500 jt tidak dipersyaratkan
Kecil 2 (K2) >200jt- 500 jt Kumulatif >= Rp1 M
Kecil 3 (K3) >350jt- 500 jt Kumulatif >= Rp1,75 M
Kualifikasi Usaha
Menengah
Menengah 1 (M1) >=500 jt Kumulatif >= Rp2,5 M atau tertinggi Rp833 jt
Menengah 2 (M2) >=2 M Kumulatif >= Rp10 M atau tertinggi Rp3,33 M
Kualifikasi Usaha Besar
Besar 1 (B1) >=10 M Kumulatif >= Rp50 M atau tertinggi Rp16,6 M
Besar 2 (B2) >=50 M Kumulatif >= Rp250 M atau tertinggi Rp83,33 M

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 10 Tahun 2013 stdd. No. 10 Tahun 2014



CONTOH (1) Bendahara Pemerintah:

SDN 1 Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah, untuk
pembangunan menggunakan cara borongan atau kontrak dengan CV. Maju Jaya
(tidak memilki kualifikasi usaha) dengan pemilik usaha bernama BIMA dengan nilai
sebesar Rp 220.000.000,-. Berapa PPh Pasal 4 (2) nya?

‘ Z"Tclah tcﬁma dam "{ KPA SDN 1Tuban
;  ?; :?U‘ 6®j~uﬂﬂah """ " DL 3ISDL
PEMBANGUNAN SEKOLAH

: "“ZUntuk pcmbayaraﬁ ’

SURABAYA 08 MARET 2018 Do

'f(')':)e/li‘i‘gkag PPZNZ(;“(/)?)O ot Pajak Penghasﬂan Pasal 4(2) adalah
X Rp. 220.000.000,- Rp. 200.000.000,- x 4%= Rp. 8.000.000,-
- Rp. 200.000.000;-

PPN-nya: 10%x Rp. 200.000.000,- Yang diterima CV. Maju Jaya adalah:
_ Rp 20.000.000 - Rp. 200.000.000,- — Rp.8.000.000,-

S i Y i s R L s




Kewajiban Bendahara Pengeluaran Pemerintah SDN 1 Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 4(2) atas nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 8.000.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada CV. Maju Jaya.

Menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-
billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

6. Melaporkan SPT Masa PPN PUT paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
Meminta faktur pajak kepada CV. Maju Jaya
Memberikan SSP Elektronik PPN sebesar Rp. 20.00.000,- kepada CV. Maju Jaya

'l Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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CONTOH (2) Bendahara Swasta:

SD Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah, untuk
pembangunan menggunakan cara borongan atau kontrak dengan CV. Maju Jaya
(tidak memilki kualifikasi usaha) dengan pemilik usaha bernama BIMA dengan nilai
sebesar Rp 220.000.000,-. Berapa PPh Pasal 4 (2) nya?

i'iTclah tcmna daﬂ‘v,w

$  ?: F-I'U‘ 6©}llﬂﬂah DL 2L
3 ;“:Unt ukpcmbayafaﬁ' PEMBANG’UNAN SEKOLAH‘

SD Hldayah Tuban

SURABAYA 08 MARET 2018

: Pajak Penghasﬂan Pasal 4(2) adalah
Dikeluarkan PPN-nya:

Rp. 200.000.000,- x 4%= Rp. 8.000.000,-
100/110 x Rp. 220.000.000,- Yang diterima CV. Maju Jaya adalah:
= Rp. 200.000.000,- Rp. 220.000.000,- — Rp.8.000.000,-

ementerian Keuangan Republik Indonesia = -
Direktorat Jenderal Pajak Rp. 212.000.000,




Kewajiban Bendahara SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 4(2) atas nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 8.000.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;

4. memberikan bukti pembayaran PPh 4(2) dan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada
CV. Maju Jaya.

5. Meminta faktur pajak kepada CV. Maju Jaya

'! Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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PPN Membangun Sendiri

- Kegiatan membangun sendiri : Kkegiatan
membangun bangunan yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP
atau badan yang hasilnya digunakan sendiri
atau digunakan pihak lain.

« Bangunan sebagaimana dimaksud berupa satu atau
lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau
perairan dengan Kkriteria: eemcisai

 konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata
atau bahan sejenis, dan/atau baja;

 diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
« luas keseluruhan paling sedikit 200 m?

Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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http://p2humas.intranet.pajak.go.id/tkb/engine/peraturan/view.php?id=4fc5e22514f6323e66d2226402fcc8fc

PPN Membangun Sendiri

e Tarif :

PPN = 10% x (20%) x Jumlah biaya
vang dikeluarkan untuk membangun
bangunan (tidak termasuk harga
perolehan)

 Penyetoran wajib disetorkan paling lambat tanggal 15

bulan berikutnya Kode MaP 411211/103




BELANJA TENAGA
ORANG PRIBADI




Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah

| PPh Pasal 21/26
I MENDAFTARKAN DIRI
S~
= PPh Pasal 22
E =z
=M | MEMOTONG / MEMUNGUT
> £ PAJAK PPh Pasal 23/26
L
(a8
= I
< N
=z B PPh Pasal 4(2)
(an)]
< > I MENYETOR PAJAK ]
0
2= 1
=z
L
o0 .
I MELAPORKAN ] | Bea Materai
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PAJAK PENGHASILAN

PASAL

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti
gaji dan tunjangan

OBJEK

Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh Pegawai, Bukan
Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan

sebagainya

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

/] Direktorat Jenderal Pajak




PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

Penghasilan Teratur T Tarif Ps 17 x (Ph Neto — PTKP)

0% . Ph Bruto (PNS Gol.I & II)
Penghasilan Tidak Teratur < 5% . Ph Bruto (PNS Gol.III)

15% . Ph Bruto (PNS Gol.IV)

PEGAWAI
TETAP

__—— Tarif Ps 17 x (Ph bruto— PTKP)

Bulanan
PEGAWAI TIDAK
TETAP
Tarif Ps 17 x (Ph Bruto-Rp.450.000)
Harian

S Tarif Ps 17 x (Ph Bruto >4.5it s.d 10.2it) -
Pasal PTKP harian
21/26

Tarif Ps 17 x (Ph Bruto >10.2jt)-PTKP
(disetahunkan)

Berkesinambungan — Tarif Ps 17 x (500/0Ph Bruto-PTKP Bulanan
BUKAN kumulatif)
PEGAWAI

Berkesinambungan ex Psl 13(1) — 1arif ps 17 x (50% Ph Bruto-kumulatif)

Tidak Berkesinambungan ~ —— Tarif Ps 17 x (50% Ph Bruto)

PESERTA
KEGIATAN | —— Tarif Ps 17 (Ph Bruto)
/ Kementerian
‘ Direktoi-SUBJEK PAJAK 20% x Ph Bruto atau sesuai
' LN P3B



Katagori Penerima Penghasilan
yang dipotong PPh 21 oleh Bendahara
Pemerintah

 PEGAWAI = PNS,CPNS, Pegawai Honorer,
Pegawai Tidak Tetap

 BUKAN PEGAWAI - Pemberi jasa dalam
segala bidang

* PESERTA KEGIATAN - yang diadakan oleh
instansi pemerintah atau satuan kerja

_!! Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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STATUS PEGAWAI
dalam perhitungan PPh 21

PEGAWAI TIDAK

PEGAWAI TETAP BUKAN PEGAWAI

TETAP
1. Memiliki surat keputusan 1. Memiliki perjanjian atau Pemberi jasa oleh Orang
pengangkatan sebagai kontrak pelaksanaan Pribadi
pegwai termasuk CPNS, pekerjaan tertentu dalam
pegawai honorer, pegawai jangka waktu tertentu
magang 2. Menerima penghasilan
2. Biasanya surat keputusan apabila yang bersangkutan
tersebut memiliki jangka berkerja berdasarkan
waktu lebih dari setahun jumlah hari kerja, jumlah
3. Menerima penghasilan hasil pekerjaan yg
dalam jumlah tertentu dihasilkan atau
secara teratur (pembaaran penyelesaian suatu jenis
dilakukan berkala teratur) pekerjaan yang diminta

oleh pemberi kerja

'l Ken_\entelian Keuangan Republik Indonesia :
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PENERIMA PENGHASILAN selain

STATUS PEGAWAI
dalam perhitungan PPh 21

’ PESERTA KEGIATAN I ’ SUBJEK PAJAK LN I

Penghasilan sehubungan dengan Penghasilan yang diterima
kegiatan tertentu sebagai oleh Wajib Pajak Luar Negeri
peserta

i Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
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Dasar Pengenaan PPh

Pegawai Tetap

FARIANTO- K/3 HARTANTO-K/2 SATRIO B-K/1

YUGANA-TK/0 SUSANTO - K/0

1 Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Tunjangan jabatan
Tunjangan besar
Penghasilan bruto

2 Pengurang
Biaya jabatan 5%
luran Pensiun 4,75%

3 Penghasilan Neto
Ph Neto disetahunkan

4 PTKP

5 Ph Kena Pajak
Pembulatan

6 PPh 21 setahun

PPh 21 sebulan
tambahan 20% bagi yg
belum ber NPWP

Total PPh 21

Ps. 17

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

5.870.000 5.240.000 5.620.200 5.570.700 5.750.500
587.000 524.000 562.020 - 575.050
234.800 209.600 112.404 - -
840.000 740.000 520.000 - 820.000
248.000 248.000 149.000 99.500 149.000

7.779.800 6.961.600 6.963.624 5.670.200 I 7.294.550
388.990 348.080 348.181 283.510 364.728
317.861 283.746 298.995 264.608 300.464
706.851 631.826 647.176 548.118 665.191

7.072.950 6.329.774 6.316.448 5.122.082 6.629.359

84.875.394 75.957.288 75.797.378 61.464.981 79.552.307
72.000.000 67.500.000 63.000.000 54.000.000 58.500.000
12.875.394 8.457.288 12.797.378 7.464.981 21.052.307
12.875.000 8.457.000 12.797.000 7.464.000 21.052.000
643.750 422.850 639.850 373.200 1.052.600
53.646 35.238 53.321 31.100 87.717
53.646 35.238 53.321 31.100




PTKP PPh Pasal 21
| STATUS PTKP | PTKP TAHUNAN | PTKP BULANAN

TK/O 54.000.000 4.500.000
TK/1 58.500.000 4.875.000
TK/2 63.000.000 5.250.000
TK/3 67.500.000 5.625.000
K/O 58.500.000 4.875.000
K/1 63.000.000 5.250.000
K/2 67.500.000 5.625.000

K/3 72.000.000 6.000.000

enterian Keuangan Republik Indon

Dlrektorat Jenderal Pa]ak




TARIf PPh Penghasilan Orang Pribadi
Pasal 17 UU PPh

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK m

Sampai dengan Rp50.000.000 50/0

Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 1 5%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 25%

Di atas Rp500.000.000 30%

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN
V) Direktorat Jenderat Pajalk




TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM
YANG BERSUMBER DARI APEN/APBD

TARIF
PENERIMA PENGHASILAN FINAL

PNS Golongan | dan I,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan 0%
Bintara, dan Pensiunannya

PNS Golongan lll,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 50/0
dan Pensiunannya

Pejabat Negara, PNS Golongan |V,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah 1 5%
dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya

enterian Keuangan Republik Indon
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Dasar Pengenaan PPh
Honorarium Pegawai

Golongan Honorarium Tarif PPh Terhutang Sifat
1 FARIANTO 1V/a 2.300.000 15% 345.000 Final
2 HARTANTO 11/c 2.000.000 5% 100.000 Final
3 YUGANA Non PNS 1.500.000 5% 75.000 Tidak Final
4 BAYU 11/d 1.000.000 0% - Final
Jumlah 6.800.000 520.000

Honorarium Bukan Pegawai

Kantor mengundang Dokter (NPWP 06.575.248.8.541.000/
non PNS) guna pelayanan kesehatan dengan honor Rp.
10.000.000

PPh Pasal 21 atas honorarium =5% x 50% x Rp. 10.000.000
= Rp.250.000,- = Tidak Final

-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3
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KEWAJIBAN BENDAHARAWAN SETIAP

BU LAN/MASA PAJAK
PPh Pasal 21

1. Memotong PPh 21 Final dan non Final

2. Membuat bukti potong PPh 21 Final dan non final dan
disampaikan kepada penerima penghasilan

3. Menyetor PPh Pasal 21 Final dan non Final paling lama
tanggal 10 bulan berikutnya

4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20
bulan berikutnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3
Direktorat Jenderal Pajak




CONTOH :

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban memberikan Honor kepada
Pengawas Pembangunan (seorang PNS Gol. lll bernama Arjuna)
sebesar Rp 1.000.000,-

3 ;‘fUntuk p@mbaya@” "PEMBAYARAN HONOR PENGAWAS

SURABAYA 01 Maret 2018\“

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

Rp. 1.000.000,- x 5%= Rp. 50.000,-

Yang diterima oleh Arjuna (PENGAWAS) adalah:
Rp. 1.000.000,- —Rp.50.000,- = Rp. 950.000,-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Kewajiban Bendahara SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 21 atas honor sebesar Rp. 50.000;

2. menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018
menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;

3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Arjuna.

Meminta faktur pajak kepada Ronaldo

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Penggunaan Dana Hibah untuk membayar
honorarium Pengawas Non-PNS

Untuk Pembayaran Honor Tenaga Ahli Non PNS, dipotong PPh Pasal 21

dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar

5% X (50% Bruto Honor)

- PASAL 9 AYAT 1 HURUF (C) PERATURAN DIRJEN NOMOR 16 TAHUN 2016 -

SESUAI CONTOH DIATAS

Jumlah Honor : Rp. 1.000.000,-
PPh Pasal 21 : 5% x (Rp.1.000.000,- x 50%) = Rp. 25.000,-
PPh Pasal 21 (tidak ber-NPWP): (5%+(5% x 20%))x (Rp.1.000.000,- x 50%) = Rp. 30.000,-

Jika penerima honor belum ber-NPWP maka dipotong PPh Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20%.

’/ Ken_lemen'an Keuangan Republik Indonesia 3
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PPh Pasal 21:
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Satuan, Borongan Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 10.200.000

Upah/Uang Saku Harian

| | | Dikali 12
< 450-0|00 > |450-000 Dikurangi PTKP Setahun
|
Dipotong 5% Dikenakan Tarif Ps 17
|

| PPh Ps 21 Setahun

Upah kumulatif > Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan |

Dibagi 12
Upah sehari dikurangi PTKP sehari |

PPh Pasal 21 Sebulan

Tarif PPh 21 = 5%

" ’ T OTRUTUt e TIvST Ut T Ojurs




CONTOH (1):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang
bernama Bima untuk mengecat ruang sekolah selama 5 hari, dan
tiap hari upah yang diberikan sebesar Rp 200.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : NIHIL

KARENA DIBAWAH Rp. 450.000 PER HARI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

A /|
Direktorat Jenderal Pajak




CONTOH (2):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang
bernama Bima untuk memperbaiki pagar sekolah, dan upah yang
diberikan sebesar Rp 500.000,- perhari.

H

ah terima dari ~~ KPA SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban
. Untuk penbeyaren e

| SURABAYA, 08 JANUARI 2018 _

aw e o
Y e m S
Sa W B N b e n e s o
RS en e A
AT AT M TLITAY S

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : _ _
(Rp. 500.000,- — Rp.450.000,-) x 5%= Rp. 2.500,- Jika penerima honor
Upah yang diterima oleh tukang perhari adalah: belum ber-NPWP

Rp. 500.000,- — Rp. 2.500,- = Rp. 497.500,- maka dipotong PPh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia _ Pasal 21 dengan tarif
¥/ Direktorat Jenderal Pajak lebih tinggi 20%.




CONTOH (3):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi
sekolah, untuk pembangunan menggunakan cara borongan jasa tukang dengan
nilai sebesar Rp 20.000.000,-. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 20 hari dan
dikerjakan oleh 5 orang. Berapa PPh Pasal 21 nya?

KPASDN 1TubanatouSDHidayshTuban

 UPAH TUKANG DAN PEMBANTU TUKANG UNTUK 10X L
_-,‘PEKERJAAN RENOVASI POSKAMLING R )

a0 SURABAYA 08 JANUARI 2018 o

Dalam sehari ada 5 orang yang bekerja

Dalam 20 hari ada 100 orang yang bekerja Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

Untuk menghitung upah sehari maka : N I H I L
Rp. 20.000.000 : 20 hari = Rp. 1.000.000,- per hari (utk 5 orang)
Rp. 1.000.000 : 5 orang = Rp. 200.000,- per orang KARENA DIBAWAH
: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rp. 450-000 PER HARI PER

Direktorat Jenderal Pajak

ORANG




Untuk membangun ruang kelas baru, Bendahara SMKN 12 Sidoarjo
mempekerjakan seorang buruh bangunan bernama Aleandro
(belum menikah) dg NPWP (44.555.666.7-888.000) pada bulan
Februari 2016, menerima upah sebesar Rp 650.000,00 per hari.

ah sehari di atas Rp 450.000,00 adalah

Rp 650.000,00 — Rp 450.000,00 ) Rp 200.000,00
PPh Pasal 21 harian
5% x Rp 200.000,00 Rp 10.000,00

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Aleandro

telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000,00, sehingga

telah melebihi Rp 4.500.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21

atas penghasilan Aleandro pada bulan Februari 2016 dihitung
P sebagai berikut :

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

L / Direktorat Jenderal Pajak




Upah 7 hari kerja Rp 4.550.000,00
PTKP

7 x ( Rp 54.000.000,00/360 ) Rp 1.050.000,00

Rp 3.500.000,00

PPh Pasal 21

5% x Rp 3.500.000,00 Rp 175.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6

6 x Rp 10.000,00 Rp  60.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong
pada hari ke-7 Rp 115.000,00

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Jumlah sebesar Rp 115.000,00 ini dipotong dari upah harian
Sebesar Rp 650.000,00 sehingga upah yang diterima Aleandro
pada hari ke-7 adalah :

Rp 650.000,00 — Rp 115.000,00 Rp 535.000,00

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang
bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong

adalah :

Upah sehari Rp 650.000,00
PTKP

( Rp 54.000.000,00/360 ) Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang
5% x Rp 500.000,00 Rp 25.000,00

D%  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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Tips 1 : Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan ‘

Belanja dari
APBN/APBD

Ada PPh dan PPN

setor ke kas
negara

apor'kan ke KPP

« } Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\ v/ DirektoratJenderal Pajak




URAIAN

Bukti
Pemotongan/
Pemungutan

PUNGUT PAJAK

Pembuatan Bukti Potong/Pungut

PPh PASAL 21

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

! Direktorat Jenderal Pajak

PPh Pasal 22

Hanya SPT Masa
22 dan SSP

PPh Pasal 4(2)

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

PEMBUATAN BUKTI POTONG/

PPh PASAL 23

Dibuat dan
ditandatangani
oleh Bendahara
(dibuat setiap
kali melakukan
pembayaran)

PPN

-Faktur Pajak
yang dibuat oleh
Rekanan

-SSP atas nama
rekanan yang
dibuat dan
ditandatangani
oleh bendahara

(dibuat saat
pengajuan
tagihan ke
bendahara)




BUKTI POTONG PPh

PASAL

L _BE L -
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN HEEC BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PASAL 21 BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL ATAU PENGHASILAN PASAL 21 mOOE
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA FORMULIR 1721 - A2 FINAL) FORMULIR 1721 - VII
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA | (5720 | wrivkBeima ensiesian { Lemtarke 1 :unfuk Penerima P engrasitan
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA Vemiirie 2 urfuls Ramsiony
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PENG HASILAN pren - m) KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | NOMOR: ,,, 1. 2 - . - 1 - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | nOMOR: 1 ol =
PR o - N it 2 :
HAMAINSTAHSY PP
BADANLAIN  : BENDAHARA: 15 A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
Belbhuara
WDAHNRR vy 2 LNPWP " > 2. NIK / NO. PASPOR ! s
A. IDENTTAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG ST 1
1 HPWP : s - : G.0Ews KELAMIN: ur[ | LaKk4ak sa | PEREMPUAN T
2. NIP}
LS 7HIK cr0
I HAMA ;e §.STATUS! JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUKPTKP
SRk 7 B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
" GOLONGAN : .00 hes K w2 K e 7
EALAMAT &, JUMLAH PENGHASILAN BRUTO TARIF PPN DIPOTONG
6 9, HAMA JABATAN : 4% KODE OBJEK PAJAK {Rp} 4} {Rp}
{1 {2 {3} {4}
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAK JUMLAH {Rg) 7 7
KODE OBJEK PAIAK: [ |2t40001 [ |21m<2
PENGHASILAN BRUTO: . IDENTITAS PEMOTONG
15| Shll cickPensUN 1. NPWP 1001 - . 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. | TUNIANGAN ISTERI
3 | TUNIANGN ANAK Z MM RS e - s
@d-mm =yl
4. | JUNM_AH GAJI0AN TUNJANGAN KELUARGA |1 £0.3)
5. [ TUMIANGAN PERBAKAN PENGHASIAN
KODE ORJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 {FINAL}
6. | TUNIANGAN S TRUKTURALIFUNGSIONAL
7. | Tumancen semas 1 2140101 g Pesangon yang Digayancan Sakaligus
2. 2140102 Uang Manfaat Pansiun, Tunjangan Han Tuz, atau Jamnan Han Tua yang Osayanan Seialigus
3. | TUMIANGAN KHISUS 2. 2140201 gmuaan Wnisalan Lan yang Oisesanian kepada APBN afau APBD yang (enma clen PNg.JnnggmaTlePoml, Pejasal Negara dan
engunann
9. | TUMIANGAN LAN LAN 4. 2145389 Onjac PPn gﬁ] 21 Final Lainnya
10. | PENGHAS ILAN TETAL QAN TERATUR LA INNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISA H QAR PEMBAYARAN GAlI

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas gaji dan tunjangan

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas honorarium yang

yang diterima oleh pegawai bersumber dari APBN/APBD

secara tetap dan teratur setiap
bulan selama satu tahun




BUKTI POTONG PPh

Lembarke-1 vatvk :WWa|b Pajak
Lembarke-2 vtk : Kavor Pe Baar Pk
Lembarke-3 vatvk : Pemotoag Pajak

R e Sebagai buktl
KANTOR PELAYANAN PAJAK . pemotongan pajak ataS
BUKTI PEMOTONG AN PPh PASAL 23 peng haSi |an yang

B T R e e e e A o = AR MR R e i n SR e A MRS R RS KR @ .
- dibayarkan kepada
NPWP : - - Sl ks g a ] )
N ; EEEEEEEEl Pihak lain/rekanan
Alamat :
ENNSESEENNSESEEEESEREEEREEEEl o/ H; sewa atau
) ) Jumiah Penghasilan | "= "*2'" Tn99il - pane | pph yang Dipotong =
No. Jenis Penghasilan Bruto (Rp) 100';: ;w{;]ba- ) ®Rn) l m b a I a “
(1) (2) (3] (4] (5) (€)
1 Dividen“) D 15 % sehubu“gan
2. |Bunga™) ] 15 % H
3. |Rovalti ] 15 % de“gan jasa
4. |Hadiah dan penghargaan ] 15 %
5. |Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta =% ] 2%
6. |Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMK-244/PMK.032008:
a. Jasa Teknik ] 2%
b. Jasa Manajemen [ 2%
¢. Jasa Kansultan ] 2%
d. Jasa lain :
(. [ ] 2%




BUKTI POTONG PPh

PASAL

— - - ) -
Lembarke-1 Latik (yag me wewakay temir:e-;u:: :I,::I‘D) Fpala .
Lembarke-2 vatik : Karor Pe Byaar Pa embarke-2 Latik : Karor Pe Braiar Pa:
Lembarke3 ik :penewa Lembarke-3 1atik : Pemotorg/Pemu gt alak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

) LT

BUKTIPEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2 B D
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEVWAAN TANAH
DANJATAU BANG UNAN Homor : ]
Homor : r —— pa—
NPWP L] = “ b - a
I — M Nama 3
NEwE w) I = s a1 I 5 <] [[TTTTTT]
Nama ; Atamat NN EEEEEEEEEEEE RN NN
et : Jumiah Nila Brut Tarif PPh Dipotong/
. miah Nilai Bruto an yang Dipotong
i g No. Uraian &
Lokasi Tanah dan : @ (Rp) (%) Dipungut (Rp)
aau Bangunan [0 2 3) 4 (5)
1. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
Jumlah Bruto Nila Sewa Tarif PPh yang Dipotong dengan kualifikasi usaha kedl 2%
(Rp) (%) (Rp) 2. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
()] 2) {3) lyang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%
10% 3. |[Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
TEONEN0E o s S N S st selain angka 1 dan angka 2 di atas 3%
4. |Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifkasi usaha 4%
............................................... N...s 5. |asa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi
Pemotong Pajak » usaha 6%
. JUMLAH
wewe [ T[T I-LOTI-CI-CITI-[TT]
: Terhilang : 3 R S SO O S AR S O R S A R S

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi

persewaan tanah dan/atau
CELTLET
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3 LANGKAH
PENYETORAN PAJAK

A Membuat kode Billing berdasarkan data SSP
-/

H Menyetorkan pajak ke bank persepsi/pos persepsi

. '
) -




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

R

411121 - 100

411121 - 402

411122 - 910
-

411122 - 920

411122 - 930

KETERANGAN
Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final
Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium/imbalan lain

yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya
| =9

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
T R

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

-~




KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

.
CU kb P2 VDS Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa

C UL 1 B Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa

411128 - 402 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas
tanah / bangunan
w . H

411128 - 403 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah /
bangunan
TR

C a4 L B Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

AL

-~




/
/

/

KODE AKUN PAJAK -
KODE JENIS SETORAN

KETERANGAN

AL ‘i —— |
} Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBN*
SiiZan- 210 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
L BT
411211 - 920 Pemungutan PPN oleh Bendaharawan APBD*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)
,

T A
Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Dana Desa*
411211 - . :
930 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

‘i\‘ a
-l i

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan pada tingkat administrasi pemerintahan, dan
TIDAK didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

W
-~



PENYETORAN PAJAK

Pajak yang telah dipotong/dipungut disetorkan ke kas negara melalui Kantor POS/Bank dengan
menggunakan e-Billing:

URAIAN PPH PASAL PPH PASAL 22%*) PPH PASAL  PPH PASAL 23 PPN *)
21 4(2)

Tanggal Paling a. KPA/PPSPM sebagai Paling Paling lambat  a.Bendahara pengeluaran

Penyetoran lambat saerr]ngusrﬁ; Zae‘:]ag:s” lambat tanggal 10 sebagai Pemungut Paling
tanggal 10 pelaksanaan tanggal 10 bulan lambat tanggal 7 bulan
bulan pembayaran kepada PKP  bulan berikutnya berikutnya
berikutnya Re'iar?”KEme””tah berikutnya b. PPSPM sebagai Pemungut

meilalul q .

b. Bendahara Pengeluaran harus disetor pada hari yang
sebagai pemungut Paling sama dengan Pelaksanaan
lama 7 hari setelah Pembayaran Kepada PKP
tanggal pelaksanaan Rekanan melalui KPPN
pembayaran

Nama/NPWP Bendahara Rekanan Bendahara Bendahara Rekanan
Kode Akun 411121/10 411122/910 411128/402 411124/100 411211/910 ( Bend. APBN)
Pajak/Kode 0 (tdk final) ( Bend. APBN) (104) 411211/920 ( Bend. APBD)
Jenis Setoran ~ 411121/40 411122/920 411211/930( Bend. Desa)
final) ( Bend. APBD)
2 (fina 411122/930

( Bend. Desa)

Ditandatanga Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara

ni oleh




- djponline.pajak.go.id
aeontine] - SSe.pajak.go.id
==—= - sse2.pajak.go.id

- ssed.pajak.go.id

KANTOR
PAJAK

soal Datang langsung ke Kantor Pajak

SMS ID BILLING Telkomsel
sus|  (*141*500%)

ASP|  Penyedia Jasa Aplikasi

é Customer service / Teller
TELLER Bank

’/ Ken_lemen'an Keuangan Republik Indonesia 3
u Direktorat Jenderal Pajak
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el

]

>
=
=

L

Bank

Kantor Pos

Mesin ATM

SMS Banking

Internet Banking

Mesin EDC




PELAPORAN SPT MASA

q '}I Kerpemerian Keuangan Republik Indonesia 3
u " Direktorat Jenderal Pajak




Mengisi kolom identitas dengan lengkap dan benar

Mengisi masa pajak sesual dengan bulan pemotongan/
pemungutan pajak dilakukan

Mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang
telah dipotong/dipungut

BaG™ o LU A 1 T crer el K |

Melampirkan SSP lembar ke-3 bukti pajak telah disetorkan
ke kas negara

T I S R B =L o =T « I L DR coua wetava |

Menandatanganl SPT Masa secara lengkap dengan nama
jelas, jabatan, dan cap instansi/kantor




SPT MASA PPh

PASAL

Kewajiban melaporkan tetap berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal
21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

- SR NN 577 A e W SPT Masa terdiri dari
A 2 halaman induk
+ lampiran

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

area barcode

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Fasal26
Bacalah pstunjuk psngisian sabslum manyisi formulirini JUMLAH LEMBAR SPT
MASA PAJAK : . TERMASUK LAMP IR&H :
s T T T
P E———— Batas pelaporan

1. NPWF A

s o — tanggal 20 bulan

berikutnya
4. NO.TELEFOHN : an S.EMAIL s y
B. OBJEK FAJAK WAJIB lapor dengan e-SPT .
e
- EEREEE |, | Mhamom T | oo - satker/instansi dengan
) ) 2) (L] ) ) .
| recsmTene 20001 pegawai >20 orang
2. | PENERIMA PENSIUN BERKALA 24-100:02 _ dokumen yang dilaporkan
4. | PEGAWRI TIDAKTETAP ATAU TENAGA KERJA LEFAS 24-100:03
4. | BUKAN PEGAWAL: (BUPOt/SSP) >20
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING {MLM} 24-100:04
4b. PETUGAS DINAS LUARASURANSI 24-100:05
4z, PENJAJA BARANG DAGANGAN 24-900:06

4ct. TENAGA AHLI 24-900-07




SPT MASA PPh

PASAL

_—
TR SURAT PEMBE RITAHUAH (SPT) MASA [ pPT Normal
KEUANGAN R PAJAK PEHNGHASILAN PASAL 22 D SPT Pembetulan Ke
DIREKTORAT Formulir ini digunacan untue melaporkcan Pemungutan Masa Pajak
JENDERAL PAJAK Paja Penghasilan Pasal 22 LT T/ T T 1T 1

BAGIAN A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAKMWAJIB PAJAK

1. NPWP ]
2. Nama
3. Alamat
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Uraizn KAPIKJS Nilai Cbjek Papk PPh yang Dipungut
(Rp) (Rp)
(1 2) (3) (4)

1. Badan Usaha IndustriEksportir 4111221100
2. Penjualan Barang yangtergolong Sangat Mewah 4111221403
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan

Tertentu Yang Ditunjuk 411122100
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditien Bea dan Cukai™)

a. APl 411122100

b. Non API 411122100
§. Hasil Lelang (Ditien Bea dan Cukai) 411122100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina/ Badan Usaha

Selain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 411122/401

b. Pihak lain (Tidak Final) 411122100

JUMLAH

Terbilang ..

*) QO tjang BN (BN

BAGIAN C. LAMPIRAN

Pertamina/Badan Usaha s elain Pertamina).

1. l:] Daftar Surat Setoran Paja PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bark Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan

2 Syrat Setoran Paiak (SSPIvana disetor oleh importic atayu Pembeli Baranasebanvado: lembar

SPT Masa terdiri dari

1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan
berikutnya




SPT MASA PPh

PASAL

DEPARTEMEN SURAT PEMBE ERITAHUAN (SPT) MASA [ sPT Nomnal = S PT M asa. te rd I rl da“

BEVANGEN R\ PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DANJATAL PASAL 26 [:[ SPT Pembetulan Ke- -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Ma sa Pajak 1 h a a m a n I “ d u k
JENDERAL PAJAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/stau Pasal 26 l:l:] !

BAGIAN A IDENTITAS PEMOTONG PAJA KAVAJIE PAJAK

7 T + lampiran

2. Nama
3. Aamat :
BAGIAN B. DBJEK PAJAK Batas pelaporan
1. PPh Pasal 23 yangtelah Dipotong
Uraian KA PRI S | Jumiah Penghaslian Bub (Rp)| PPh yang Dipotong (Rp)
3] ) 3] £)] t
1. Dividen ™) H1124401 a“gga u an
2. Bunga ™) Hi12enm
3. Roygtt 112440 .
4. Hagah dan penghargaan 112440 berl kutn a
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ™) [ 411124400
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasalain s2suai
dengan PMK-244/PMKD32008 :
a. = Teknik 1124404
b. Jasa Manajemen 1124104
¢c. Jas= Konsutan 1124104
d. Jasalain *77)

2. PPh Pasal 26 yangtelah Dipotong

JarmTah Fengl'Ta'sdan Perkiraan
Uraian KA PKIS Bruto Peng PPh yang Dipotong (Rp)
(Rp) Neto (%)
1] (2] Z] 4] =]

1. Dividen 4111277101
2. Bunga 4111277102
3. Roygtt 411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta | ¢11127/100




SPT MASA PPh

PASAL

DEPARTEMEN SURAT PEMBE ERITAHUAN (SPT) MASA [ sPT Nomnal = S PT M asa. te rd I rl da“

KEUANGANR.I. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) [:[ SPT Pembetulan Ke- -
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Masa Pajak 1 h a a m a n I n d u k
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 fyat (2) l:l:] /

BAGIAN A IDENTITAS PEMOTONG PAJA KAVAJIE PAJAK

-
7 T + lampiran
2. Nama :
3. Aamat :
BAGIAN B. DBJEK PAJAK Batas pelaporan
et RIS e O(bR}:l]‘ Gl .:::]f upu:::nli;;:f;pstﬁ:ﬁ[np]
(1) (2) 2) (4) (5] t
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto $BI dan Jasa Giro a“gga u an
a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 411128/404 .
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri 4111287404 b e rl ku t n a
b. Diskonto Sertifilat Bank hdonesia 4111287404
c. Jas Giro 411128/404
2. Transaksi Penjualan Saham
a. Saham Pendin 411128407
b. Bukan Saham Pendin 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4111287401
4. Hadiah Undian 411128/405
5. Persswaan Tanah dan/atau Bangunan
a. Penyewasebagai Pemotong Pajak 411128/403
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor $endid PPh 411128/403
6 Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 4111287409
¢. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas




SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan
PPN atau PPN & PPnBM, Formulir ini tetap dibuat dan diisi
dengan angka 0 (Nol).

SPT Masa terdiri dari 1
oavn SRATPEBERITAHUANMASA [ FORMULI halaman induk (1107
PUT) + lampiran (1107

BAGIPEMUNGUT PPN

Buald\whbx?\dahﬁamﬂcupenmjmpmgﬁanSl?Th&saPm 1107 PUT
Sl DA PUT 1 & copy SSP)
NPWP o [T -] - - 111

s+ [ sa [T [T

Sy — Batas pelaporan
akhir bulan masa

g A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

L ampiran : I:[ Surat Knasa Khusus

[] ssp

1 PPN seh 2l  lambar 0 7 ) s N e T R S b S

B
% 1 1 PPN yang dipungut oleh Peresh it SPM melahi KPP Rp (1] aak berlkUtn a
% [ FPn BM yang dipungut oleh Pererbit S PM melahii KPPN Rp p J y
5% Jumlzh PPN dan PPn BM yang dipangut oleh Peneh it SPM R
3; melahi KPPN E
4
i,
_g 4 2 PPN yang dipungut oleh Berd ahara Pergelnaran Rp m
214
a" 3 PPn BM yang dipungutoleh Bendahara Pengehiaran Rp
~
b % Jumlah PPN dan PFPn BM yang dipangut oleh Bendahara
: Rp
E % B Pengelaran
17
2 % |B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
>
g é § PPN yang dipungut Rp
:E-;% FPPn BM yang dipungut Rp
= %E Jumlzh PPN dan PPn BM yarg dipangut Rp
Biz
ek
§9%
54 %
2%
g |




URAIAN

Tanggal
Pelaporan

Jenis SPT

Lampiran

PPH PASAL 21

Paling lama 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

SPT Masa PPh Pasal
21 dan/atau Pasal
26 (1721)

-SSP Lembar 3 yang
telah disetorkan ke
kas negara

- Bukti Potong dan
daftar bukti potong
baik yang final
maupun tidak final

*) Khusus sekolah negeri

AP

PELAPORAN PAJAK

Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dilaporkan ke Kantor Pelayanan

PPH PASAL 22%*)

14 (empat belas)
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa Pasal
22

-SSP Lembar ke 3
yang telah
disetorkan ke kas
Negara

PPH PASAI 4(2)

Paling lama 20
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPh
Pasal 4(2)

-SSP Lembar 3
yang telah
disetorkan ke kas
negara

- Bukti potong
dan daftar bukti
potong

PPH PASAL 23

Paling lama 20
hari setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPh
Pasal 23
dan/atau Pasal
26

-SSP Lembar 3
yang telah
disetorkan ke kas
negara

- Bukti potong
dan daftar bukti
potong

Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa):

PPN *)

Paling lama akhir
bulan berikutnya
setelah masa
pajak berakhir

SPT Masa PPN
Bagi Pemungut
PPN (1107 PUT)

Fotocopy SSP
yang telah
disetorkan ke kas
negara



Tips 2. Segera setorkan ke kas negara

’

“Lebih baik
menyetorkan

pajak sebelum '4 75 /5/

jatuh tempo /
daripada '

terkena sanksi 222
administrasi j}/

terlambat setor

berupa bunga y -

2% per-bulan” j///

L

@D  Kementerian Keuangan Republik Indonesia

\ ¥/ DirektoratJenderal Pajak




’

Tips 3: Laporkan SPT Masa sebelum Jatuh Tempo‘

“Lebih baik
melaporkan

pajak sebelum 4 75 /5
jatuh tempo
daripada

terkena sanksi '222
administrasi 2/

terlambat atau

tidak lapor” ?j/// /

' "' Kementerian Keuangan Republik Indonesia
A
o

\¥/ Direktorat Jenderal Pajak




SANKSI|I TERLAMBAT / TIDAK
LAPOR

SPT Masa PPN SPT masa lainnya SPT Tahunan Orang SPT Tahunan
(PPh 21, 22, 23 dll) Pribadi (OP) Badan Usaha

Jenis Denda Denda Denda Denda
Sanksi
Jumlah Rp. 500.000 ,- Rp. 100.000 ,- Rp. 100.000 ,- Rp. 1.000.000 ,-
Dasar Pasal 7 (1) Pasal 7 (1) Pasal 7 (1) Pasal 7 (1)
Pengenaan UU KUP UU KUP UU KUP UU KUP

€ -'\. Kementerian Keuangan Republik Indonesia _
\/ DirektoratJenderal Pajak




Terima Kasih

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia

Direktorat Jenderal Pajak

@ www.pajak.go.id f DitjenPajakRI D pitjenPajakRrl & 1500-200




